
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QANUN  KABUPATEN NAGAN RAYA 
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TENTANG 
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a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;  

 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, dilakukan agar Qanun APBD Tahun Anggaran 2024 tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi;  

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Nagan Raya Tahun Anggaran 2024;  

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten 

Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya 

dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4179); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6736);   

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736);   

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);  

 

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856);  

 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 



246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736);  

 

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028);  

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340);  

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik;  

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 



Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);  

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224);  

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6881); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

 

22. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang 

Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 104); 

 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

 



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781);  

 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah;  

 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021  

tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi 

Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1513); 

 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022  

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan 

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi 

Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1334); 

 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022  

tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan 

Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan 

Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335); 

 

31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);  

 

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 



Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

 

33. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 50); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

KABUPATEN NAGAN RAYA 

 

Dan 

 

BUPATI NAGAN RAYA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 

2024 

Pasal 1 

 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 

 

Pasal 2 

 

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 

APBD Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024 berjumlah 

Rp1.286.823.928.558,- terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan 

Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:  

a. Pendapatan Daerah  Rp1.245.823.928.558,- 

b. Belanja Daerah   Rp1.286.823.928.558,- 

Defisit/Surplus    Rp. (41.000.000.000,-)  

c. Pembiayaan Daerah  

1. Penerimaan                Rp.41.000.000.000,- 

2. Pengeluaran               Rp.0,- 

                                                                 Pembiayaan Netto Rp. 41.000.000.000,- 

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,- 

 

Pasal 3 

 

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.245.823.928.558,- yang bersumber 

dari:  

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);  

b. Pendapatan Transfer; dan  

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang ah.  

 

Pasal 4 

 

1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp100.061.944.838,- yang terdiri atas:  

a. Pajak Daerah;  



b. Retribusi Daerah;  

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan  

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;  

2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp25.709.874.796,- 

3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp1.183.323.000,- 

4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.482.400.000,- 

5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp70.686.347.042,- 

 

Pasal 5 

 

1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan 

sebesar Rp1.130.761.983.720,- yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat; dan 

b. Pendapatan Transfer antar daerah. 

2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp988.728.811.903,- 

3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp142.033.171.817,- 

 

Pasal 6 

 

1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 

c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,- yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Hibah; 

b. Dana Darurat; 

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp0,- 

3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp0,- 

4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp15.000.000.000,- 

 

Pasal 7 

 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar 

Rp1.286.823.928.558,- yang terdiri atas: 

a. Belanja Operasi; 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak Terduga; dan 

d. Belanja Transfer. 

 

Pasal 8 

 

1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

direncanakan sebesar Rp904.937.721.610,- yang terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai; 



b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Hibah; dan 

d. Belanja Bantuan Sosial. 

2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp460.994.514.385,- 

3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp393.600.750.780,- 

4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp40.034.306.445,- 

5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp10.258.150.000,- 

 

Pasal 9 

 

1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

direncanakan sebesar Rp124.406.881.298,- yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanah. 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; 

f. Belanja Modal Aset Lainnya. 

2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp1.550.000.000,- 

3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp28.061.216.275,- 

4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c direncanakan sebesar Rp37.768.263.006,- 

5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp56.496.065.017,- 

6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp321.450.000,- 

7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1) huruf 

f direncanakan sebesar Rp209.887.000,- 

 

Pasal 10 

 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

direncanakan sebesar Rp 11.600.000.000,- yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga. 

 

Pasal 11 

 

1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 

direncanakan sebesar Rp245.879.325.650,- yang terdiri atas: 

a. Belanja Bagi Hasil; dan 

b. Belanja Bantuan Keuangan. 

2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp2.650.000.000,- 

3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp243.229.325.650,- 

 

 



Pasal 12 

 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar 

Rp41.000.000.000,- yang terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan. 

 

Pasal 13 

 

1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 

direncanakan sebesar Rp41.000.000.000,- yang terdiri atas: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 

b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. Penerimaan pinjaman daerah; 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.000.000.000,- 

3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp0,- 

4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- 

5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp0,- 

6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,- 

7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,- 

 

Pasal 14 

 

1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 

b direncanakan sebesar Rp0,- yang terdiri atas: 

a. Pembentukan dana cadangan; 

b. Penyertaan modal daerah; 

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

d. Pemberian pinjaman daerah; dan 

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp0,- 

3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp0,- 

4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- 

5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp0,- 

6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp0,- 



Pasal 15 

 

1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 

mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp41.000.000.000,-) 

2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 

pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp41.000.000.000,- 

 

Pasal 16 

 

1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran 

melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya 

dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan 

cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD 

selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

 

Pasal 17 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Qanun Kabupaten  Nagan Raya ini terdiri dari: 

Lampiran I  Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi; 

Lampiran III  Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan 

Beserta Keluaran; 

Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara; 

Lampiran VI  Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM; 

Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; 




